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BAB I

PENDPAHULUAN

A. lLatar Belakang Masalah

Seiak lahirnya Orde Baru pemerintah bersema-sama
dengan seluruh rakyat Indonesia sedang giat-giatnya
melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dan ting-
katan baik pusat maupun di daerah-daesrah yang di prog-
ramkan dalam bentuk rencana pembangunan lima tahun atau
Rencana Pembangunan Janghka Paniang Tahap Pertama.

Pembangunan tersebut adalah termasuk pembangunan
Administrasi Negara pada uowanya Jan prosedur Izin
Membangur  Baru (IMB)  yang eda di  Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Soppeng.

Dalam Undang-Undang Nocmor 9 Tahun 1974 tentang
Pokok -Pokok Pemerintahan di Daerah, diberikan hak untuk
mengurus dan mengatur rumsh tangganya sendiri dan  yang
disebut hak otonomi dasrah. Dengan pemberian otonomi
ini dimaksudhan agar daerah dapst menggali dan mencari
cumber-sumher pendapatan daerah sesual dengan peraturan
daerah dan perundang-undangan yang berlaku, dimana saia
dilakukan. 0Oleh sebab itu salah satu pasal yanag

menieclaskan bahwa : -

"Daerah octonom selaniutnya dissbut daerah adalah
kesatuan masyarskat hubum yang mempunyali batas
wilayah tertentu yang berhak, berwewenang dan

1




berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga
sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik
Indonesia, sesual dengan aturan perundang-—
undangan yang berlaku." (5. Maniek, 1985 : 43}.
Eerpéngkal dari hal tersebut di atas pemerintah
daerah dituntut bersauah menghimpun dana bagi program
kegiatan ini sangat penting dan apabila daesrah tidak
mempunyai sumber pendapatan yang cukup memadai, sudah
jelas menyulitkan daerah tersebut dalam menyeleanggara-
kan rumah tangganya sendiri.
Selanjutnya dalam Tap MPR dikatakan bahwa :
“Dalam rangka peningkatan efisiensi pelaksanaan
pembangunan daerah dan peningkatan administrasi
daerah, perlu disdakan penataan kembali wilayah_
wilayah tertentu." (1988 : 129)
Apabila kita meaperhstikan isi yang diamanatkan
di atas terlihat bahwa dalam prosedur izin membangun
baru atau pemberian izin bangunan ada hbeberapa hal yang
perlu diperhatikan antara lain kesesuaian tetangga atsu
pemilik rumash dengan pemchon i1zin bangunar, iuga antaras
linglkungan alam sekitarnya. Selaniutnya pembanguran
derahk di Dbidang perizinan bangunan adalahh merupakan
salah satu sumber pendapatan asli daerah yang meliputi:
a. Hasil pasisk daerah
b. Hasil retribusi daerah
c. Hasil perusahaan daerah
d. Perusahaan dinas—dinas -
e. Penerimaan bagi hasil) patak/non pajak-

f. Dan lain—-lain dalam rangka pembiayaan pembangunan

daerah.




Untuk mencapai hasil karya yang efisien, maka di
perluktan &aparat pengelela yang tampil dalam melaksa-
nakan tugas~tugss tersehut di atas, dikataltan demikian
karena dalam hal ini terdapat dua komponen yang saling
bertentangan bila tidak ditangani secara cermat dan
teliti oleh aparat yang profesional. Kedua komponen di
maksud adalah pemerintah disatu pihak sebagail pemungut
pajak yang selalu menginginkan penyelesaian pembayaran
dengan cepat dan masyaralkat dipihak lain ssbagai cbyelk
pajiak selaluw menunda—-nunda psmbayaran dan juga menuntut
pelayanan-administrasi vang sebaik-baiknya.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas,
maka penulis tercdorng memilib juddl “Prosedur Izin
Membarmgun Baru (IMB) di Kabupaten Daeranh Tingkat 11}
Soppeng". Sebagai obyek dalam melakukan penelitian
dengan per timbangan sebsgail berilkut
1. Dinas Tata Kota di Kabupaten Daerah Tingkat 11

Seoppeng @erupaeksn salah satu unit pengelola izin
membarigun baru.

2. Pajak dan retribusi dserah merupakan faktor yang
dominan dalam menunjang kelancsaran pelaksanaan
pembangunan atau dalsm mengurus rumah tangga daerah
yvang nyata dan bertanggunyg jawab.

3. Untuk mengetahui dari dekat mengenai Erosedur 1zin
membaengun bharu (IMB) 41 Kabupaten Dasrah Timgkat  J1
Soppeng  sebagai perpaduan antara praktek den  teori

yvang didapatkan di bangku kuliab.




B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis perlu mem—
batasi ruang lingkup permasahan agar pembahasannya
tidak terlalu meluas dan menyimpang doari hal-hal vang
menjadi 1tni bahasan sehingga daam penguraian masalah
dapat terarah dan terpecahkan nanti sebagaimana
diketahui bahw Dinas Pengawasan Pembangunan di
Kabupaten Daerah Tinghkast 11 Soppeng @mempunyai tugas-
tugas vyarng rumit dan kompleks sehingga meaerlukan
apsrat pengelola yang cermat dan terampil dalam melak-
sanakan tugas—-tugas tersebut.

Dari sekian banyak tugas yvang Jiemban oleh Dinas
Pengawasan  Pembangunan di Ksbhupaten Deserah Timgkat 11
Seoppeng pernulis dapat menyvoroti dari  beberapa aspebl
antara lain :

1. Realizasi pemberian dizin bangunan  di Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Soppeng adalah merupakan gambaran
pemasukan csumber pendapatan ssli daerah untuk
membiayal pelaksanaan pembangunan yarg pengelolaan—
nya dilakuarn oleh Dinas Tata Kota Pengawasan
Pembangunan sebagai salah satu unit kerja perangkat

deerah otonom.

*J

- Pengelolan administrasi lzin Feambeaengunan
Dalam menganalizca tentang prosedus 17in @eabiangun
baru di Kabupaten Daeranh Tingkst 11 Soppeng, oleh

beberapa hal vang @erlu diruraikan antara lain;




administrasi di bidang persuratan terdiri dari
pembuatan blanko permohonan 1zin, pewilayahan
./‘1:4,," T ::"‘\

perizinan, jenis banguran dan klasifikasiny) <

3

3. Faktor—-faktor penghambat K S
Diketahui bersama bahwa setiap usaha, {Qé}ﬁ;"vaﬁg
dilakultan csendiri-sendiri maupun dalam bentuk

kelompok, tidak jarang lepas dari masalah-masalah
deaikian pula yang dialami Dinmnas Pengawasan
Fembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat 11 Soppeng
dalam melakulkan aktivitasnya sebagai aparat
pemerintah vyang mengelola prosedur 1z7in  membangun
baru, maka wmasaleh yang dihadapi antara lain:
Permohanan izin mendirikan bangdnan varng  kerdivi
dari Surat Tanaeh f(sertifilktat altkte jual beli} status
tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PEB) pada tahun
berjalan Kartu Tanda Penduduk (KTR) dan rercana
gembar bangunan, inilah vyang merupakan gambaran
singlat ruang linghup pembahasan casalah dar faktot-
faktor penghambat dalam prosedur izin membangun baru
(IMB) adi Kabupaten Daeranh Tingkat 11 Soppeng.

Dalam kaltannya dengan pembatasan masalan
tersebut maka dalam uraisn inl penulis menyorotil
beberapa masalah pokok yang menjadi fokus penelitian
dalam bentuk pertanyaan penslitian sebagfl berikut :

1. RBagaimanalah prossdur  pemberian izin  bangunen da
Xabupaten Daerah Tingkat 11 Soppeng ?

2. Faktor—-faktor apakah yang menghamhat dalam pengurus-




an pengambilan izin bangunan di Kabupaten Daerah

Tingkat 11 Soppeng 7

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tuiuan Penelitian

a. Untuk mengetahul prosedur pemberian izin bangunan
di ¥sbupaten Dserah Tingkat 11 Soppeng.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam
pengurusan pengambilan izin bangunan di Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Scppeng.

2. Kegunaan Penelitiaﬁ

a, Diharaplan sebagail pengembangan ilmu pengetatwuan
utamanya sebagail pendulung teori yvang diperoleh
daelam bangluw Huliah,

b. Untuk dijadikan bashan masukan baik Universitas
"43" Ujung Pandang itu sendiri maupun Dinas Tata
Kota atau pengawetan pembangunarnn di Kabupasten
Daerah Tingkat II Soppeng.

c. Dengan hesil penelitian ini diharapkan meniadi
bahan perbandingan bagi daerabk-dagrah lain  dan

juga sebsgai maesulan pemerintah setempat.

Kerangka Teori

-

Salah satu uwnrur deri administrasi asdaleh masalah
marmusia yang tak kalah pentingnya dengan unsur laiinya

varg selalu meniadi ritik sentral dari suatu kehidupan




di dunia, karena manusia itu sendiri mempunyai ruang
lingltup vyang luas dan berbagai segi sehingga tidaklah
salah Jika dikatakan bahwa masalah administrasi
perizinan bangunan adalah masalah manusia yvang
terorganisir dalam suatu kelompek kerja sama untuk
wmencapai tujdan.

Usaha keFjgsama sekelompok orang dimaksudkan di

sini menurut Drs. The Liang Gie bhahwa s

-

"Usaha kerja sama adalah ranghaian, perbuatan yang
dilalkunkan bersama-sama secara teratur oleh lebih
daripada satu orang yang menimbulkan akibat vang
sebetulnya tabkkan terjadi apabila dilakukan pleh
masing-masing sesevrang giri." (19786, : 3).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa,
kerjasama ini baik dalam bentuk fisilt maupun aental
diarahkan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang
malksimal seperti halnya personil Dinas Tata Kota atau
pengawasan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II
Soppeng yang menangani tentang procsedur izin  membangun
baru {IMB) selalu berusaha memberikan pelayanan sehaik
mungkin lkepada masyarakat sesuai dengan kemampuan vyang '
dimilikinya.

Selanjutnya dalam buku yang berjudul "Ensiklopedi

Manajemen" dirumuskan administrasi bahwa :

"Administrasai adalzh pelaksanaan pekerjizan-—-
. pekerjsan di dalam rangka kebijaksanaam  yang
diletakkan oleh manager—manager vyang lebih

tinggi atau ditetspkan oleh orang-orang yang
lebih dahulu memsgang jabatan. Administrasi itu
maliputi semua  fungsi dan kegiatan yang  ber-




hubungan dengan pekerjaan pelaksanaan atau
pencapaian tujuan." (Kamaruddin, 1983 : 11).

Jadi bilamana administrasi dihubungkan dengan
manajer berarti kegiatannya ﬁeliputi; mengorganisir,
mengeluarkan perintah-perintah, mengkoordinasi dan
pengawasan bila dikaitkan dengan fungsi Kepala Dinas
Pengawasan Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat 11
Sopperg, berarti tidak terlepas dari fungsi tersebut di
atas yaitu mengkoordinir unit~unit kerja yang terdapat
dapat ruang Yingkup kewenangannya, memberikan perintah-
perintah untuk melakuksn sesuatu yang perlu  terhadap
bawahannya serta mengawasi jalannya pelaksanaan
perintah—-perintah tersebut szcual dengan kewenangan dan
tanggung Jjawabnya dari tiap-tiap pérsoni). Sedanghan
fungsi teknise yang bersifatb koeorsial, keamanan dan
kguangan dimana Kepala Dinas Pengawasan Fembangunan di
tuntut merealisssikan sebanyak mungkin dana yang telah
ditargethkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanis
Dacrah untuk membiayai sebagian pembangunan daerah yang
bersangkutan (Daerah Dtonom).

Apabila kita memperhatikan uraian tersebut di
atas malka wtamanya fungsi teknis yang bersifat
komarsial dan hksuangan, maka  btimbul)l  pertsnyasn  apa
huburngan wuraian tersebut di atas dengasn prosedur izin

membarngun baru IMB) di Kabupaten Daerah Tingkat 11

1

oppeEng .
Untule melihat wuraian tersebut di atas, mahka

dikemukakan bahwa dana atau briaya yang akan




dipergunakan untuk membiayai pembangunan yang dilak-—
sanakan dapat tercakup dalam hasil pemunguta retribusi
izin bangunan di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
11 Soppeng yang ketentuannya dituangkan dalam Peraturan
Daerah (Perda) satiap tahunnya ditetapkan oleh Dewan
Perwakilarm Rakyat Daerah {(DPRD).

Sebagaimana diketahui bahwa dalam struktur

organizasi pemerintah Kahupaten Dasrah Tingkat 11
Sappeng vang melaksanakan atau mengealola sumiber

pendapatan daerah vyang bertangqungiawab untuk mem—
peraleh dana dan untuk membiayai segala kegiatan
pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

vang berlaku. ¢

Demikian halnya dengan Dinac Tats Kota Pengawasan
Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Soppeng
merupaken =alzh  satu dari sekien wnit keria pads
peaerintah daerah yang diserahi tugas untuk meangelola
penerbitan izin membangun baru (izinm mendirikan
bangunan) .

Jadi Dinas Pengawa=zan Pembangunan di tuntut
setiap taburmnya untuk menyediakan damna yang bersumber
dari hasil retribusi izin bangunan dalam ranghka
membliayai sebsegian pembangunan  di Kab;paten Daerah
Tingkat J1 Soppeng. ¥Yarena 1tu izin bengunan  adalah
merupakan salah satu sumber keuwangan derah, maka perlu

pengelcolaannya lebih ditingkatkan agar bsagi yang
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mengurus izin bangunan dapat lebih mudah da

N <\
. cepat.

\'\ Tay sk

Keadaan demikian dapat mendorong masyarakat  untuk

mengurus izin bangunan setiap melaksanakan pembangunan.

Sk

ems Keranghka Teori @

Input Proses Output
Surat Permohonan Fenentuan Surat
Surat tanah . Penetapan biaya
persetujuan ter—- |—»} surat ke bank. > P WM E
hadap rencana
gamabr.

Feed Baclk %

Keterangan :

Sursat permohonan, surat tanah dsen persetujuan  ternadap

rencana gambar &sdalah dimaksudkan sebagai salah satu

cevarat atau prosedur yang dilalui untuk memperoleh izin

mendirikan bangunan barua (IMB).

Metode FPenelitian

1

Tipe dan Dasar Pernelitian

a. Tipe Penelitian
Dalam rangka penulisan skripsi ini maka penulis
menggunakan tipe peEnelitian ;ang hersifat

deskriptif yeitu dimaksudkan untuk menggambatrkan

mengenail prosedur izin membangun baru di
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Kabupaten Dasrah Tingkat II Soppeng.

Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang digunakana dalah Survei,
vaitu dimaksudkan bertujuan untuk mengumpulkan
data dari suatu obyek atau populasi tertentu dan
hasilnya hsanya berlaku bagi obyek yang bersang-

kuten.

2. Populasi dan Sampel

a.

Iy.

Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan terhadap obyek
yang diteliti. Adapun populasi yang diambil untuk
memililki kriteria penulisan skripsi  ini adalah
Aparat Pemsrintah dan unsur perfohon izin mendi -
rikan bangunan.

Sampel

Jenis dan jumlah responden yvatg dipilik sebagei
zampe) ditentukan berdasarkan teknik purposive
sampling, dimana Jjensi responden yang dipilih
disssuaikan dengan keterlibatannya dalam penge-
lalaan izin membangun baru  (IMB), sedangkan
ijumlah respoirden ditentukan berdasarkan hanyaknya
tugas—tuags responden.

Adapun jumlah responden yang dipilih adalah

sebagal berikut :




3.

iz

a. Unsur Sekretaris Wllayah/Daerah 2 orang
b. Unsur Dinas Pekerjasn Umum Daerah 7 orang
‘c. Unsur Dinas Pendapatan Daerah 3 arang
d. Unsur Kecamatan 4 orang
2. Unsur Kepala Desa/Kelurahan 4  orang
f. Unsur Pemohon lIzin Mendirilan

bangunan 2 arang

Juml ah = 30 orang

Teknik Pengumpulan Data
Adapun penulis di dalam mendapatkan dsta yang

tepat agar dapat mendukung penulisan skripsi  ini

maka penulis menggunaekan teknillt pengumpulan data di

lapangan dengan cara sebagail berikut =

a. Observasi yaitu penulis mengadalksan pengamatan
sECcara langsunag pada nbyek yang mean j acla fokus
penelitian sambil mencatat data wvang diperlukan.

h. Wawancara {(interview yaitu mengadakan tanya Jjawab
dengan peizbat atau oreng-orang yang ada
hubungannya dengan abuek penelelitian ini.

c. Angket/kuesioner, yaitu dengan membagikan anghkel/
kuesioner kepada responden.

Jenis Data

a. Data sehunder yaitu data vyang JipEroleh dar 1
bahan-bahan tertuiis baik yang diperoleh pada

csaat penulis melakukan studi kepustakaan maupun
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pada saat penelitian di lapangan.

b. Data primer yaitu, data yang diperoleh melalui
penelitian lapangan dengan menggunakan teknik
wawancara kepada responden ysng telah ditetapkan.

5. Jdenis Data

Sesuai dengan data primer yang diperoleh kemudian di

tabulasi, data tersebut dianalisa dengan menggunakan

analisa kualitsltif atau prosentase (tabel Ffrekuensi)

Sicsiematika Pembahasan

Untulk mengetashui kerangka pokok uraian-uraian

- . . - - <
dalam skripsi ini, maka penulis ‘akan mengemukakan

urutan Bab dan Sub Bab dalasm pembahasan skripsi  ini

sebagai berikub :

Bab Pertama yaitu Pendahuluan yang terdiri dari
Latar Bslakang Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masslah,
Tujuenr dann Kegunaan Fenelitian, Keranghka Tecri, Metode
Pernelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bzb Kedua yaitu Tinjsuan Pustaka yang mengurailan
terntang beberapa pengertian dan pentingnya pengambilan
izin bangunan.

Bab Ketige yaitu Bambaran Umum Lokasi Penelitian
vang amemuat, Gamharan singkat Kabupaten Daerah Tingkat
11 Soppeng, Struktur Organisasi Dinaz Tata Kota

Kabupaten Daerat Tingkat 11 Soppeng, Sarana dan Prasa-

rana erta realicasi pemberian i1zin bangunan.
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Bab Keempat vyaitu Hasil Pengumpulan Data dan
Pembahaszan yang membahas tentang, Prosedur Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan, Faktor—-faktor penghambat
dalam pengurusan izin mendirilkan bangunan.

Bab ¥Kelima vyaitu merupakan bhab penutup yang

terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.




f. Beberapa Pengertian

= [E%

BAB 11

TINJAUAN PLUSTAKA

Pengertian prosedur dam Administrasi

Prosedur disini dapat diartikan sebagai
pedoman atau tata caraftata kerja, yang merupakan
petunjuk telkrnis dalam melsksanakan suatu pekecjaan
yang dapat disesuaikan dengan besar kecilnya volume
keria yang akan dilsksanakan.

Bilamana ini tersebut dihubungkan dengan
prosedur dalam usaha untuk memperéleh izin bhangunan,
maka mevupalkan suabu kewaiiban ataun khebutuhan  yang
telah digarislkan denharus dilaksanakan oleh setiap
arang yang hendaknya mendirikan bamgunan, tanpa ada
pengecualien. Hal ini dimakecudhkan agar pertumbuhan-—
pertumbuhan pembangunan  gadung dan perumahan-
perumahan gedung dan perumahan yang semakin
meningkat hailk di kota smsupun di Desa-desa  mendapat
perngaturan dan penatean dari pihal pemerintah. Sebab
Jika tidak di tata sedemikian rupa, dikuatirkan akan
menggangqgu tata linghuagan yang indah, tertib, aman,

teratur, bersih dan =ehat. Dari sintlah awal adanva

prosedur yang dibentuk pormerintab malaiul Dinas Tabta

Kota/Sempadan .
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Selanjutnya dalam mEnguraikan pengertian
tentang administrasi secara teraresh dan sempurna,
maka ada baiknya bila terlebih dahulu dikétengahkan
pendapat para algli mengernai hal itu antara lain
menurut Prof. Prajudi Admosudirjo, MA bahwa
administrasi di bedskan dalam dua pengertian yaitu
dalam &arti sempit dan dalam arti luas, sebagai

berilkut @

"a. Administrasi dslam arti sempit berarti

tata usaha (administrasi) atau office work
vaitu segala kegiatan meliputi tulis
menulis, mencetak korespondensi, kearsipan
dan sebagainya.

b. Administrasi dalam arti luas dapat
ditinjuna datri tiga sultut proses, sudut
tungsi, sudut kepranataan (institusion).
Ditinjau dari sudut proses vyang dimulal
dari perencanasn dan pengaturan,
penggerakan, pengavwasan Sampail dengan

proses tercapainya tujuan. "Soekarno K.,
1968 : 21).

Untuk mencaspail tujuen tersebut, orang harus
beirpikiy lebih dabulu kemudian mengatur/menentukan
bagaimane caranya mencapal tuwjuan  i1tu. Derngan
demikian berarti keseluruhan dari aktivifasw
aktivitas yang dirangkum dalam suatu pengertian
yaitu administrasi.

Ditinjau dari eudut furgsi atau tugas
administrasi beraetl keseluruhan timndak (aktivitas)
yang mau tYidalk mau harus dilshkukan dnegan ssdar oleh
seseatranyg atan el ompok orang-orang yang

berlkedudullan sebagsl  administrasi  atau pemimpin
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suatu usaha, seperti di dalam suatu crganisasi atau

instansi pesti terdapat seperti sebagai berikut :

a. ARoanya aorang-orang yang melakukan tugas-tugas
merentanakan;

b. Adanya orang-ocrang Yyang melakukan tugas-tugss
memimpin serlta membimbing dan memberi  teladan
pada bawahannya;

c. Adanya orang-arang yang m2lakukan tugas-tugas
mengawasi {kontrol);

d. Adanya orang-crang yaeng melzazkukan tugas-—tugas
perbaikan apabila ada yang berhbuat kesalahan;

e. Adanya orang-orang yang bekerjanya mengorganisir
dan sebagainya. 1

Ditinjzau dari sudut kepranatesn dapat dilihat
dari empat golongan bhesar yaitu :

a. Drang-orang yang menentulkan dan  mempertahankan
tujusn, atsu yang menentukan policy (kebijak-—
sanaan), Oranhg-orang semacam ini  biasa disebut
administrasi (s)3;

b. Qrang-orang yang langsung memimpin keria lkearah
tercapainya hasil-hasil konkrit, orang ini
disebut manager (s);

c. Drang—-ocrang yang langsung membantu bail kepaeda
adainicstratocr maupun manajer. quﬁg ini seperti

ahli keuangan, ahli tehnik, ahlz hukum, dan

sebagainya.
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d. Orang-orang yang langsung melaksanakan pelkarjaan
atau pelsksanaan—-pelaksanaan ini biasa disebut
karyawan/pegawail bawahan.

Apabila kita memperhatikan wuraian-uraian di
atas, maka dapat disimpulkan bhawa administrasi
adalah aktivitas-aktivitas untuk mencapai suatu
tujuan atau proses penyelenggarasan kerja untuk suatu
tujuarr  yang telah ditetapkan. Jadi dalam keadaan
bagaimanapun dan dimana saja asalkan ada aktivitas
dan eade tujuan yang hendak dJi capai pasti ada
adiniﬁtrasi.

Sglarnjutnya oleh S.P. Siagian dalaem bukunyea
yvang berjudul "Filuafat ﬁdminig#rasi" menjelaskan

Zalia

"Administrasi adalah keseluruhan proses keria-
sama antara dua orang atau lsbih ang didasar-—
lan atas rasionelites tertentu atau mencapai
tujuan  yang telah ditentukan cebelusmnya.”
[ Y98 5 Gy .

Pi samping 1tu puls The Liang Gie dan Sutarto
telah merumuskan administrasi dalam bukunya vang
beriudul "Pengantar Administrasi Pembangunan™
mengenukalkan bhawa:

"fAdministrasi merupahkan ranghkalan kegiatan
yarg wujudnya MEFrENCanaKan, memutuskan,
MENYUSUn, mengatur, mengurus, memimpir,
mrngarahban, membiabing, @senclarashkan dan

kegiatan-kegiatan wamg lain semacem  12tu.”
{1980 2 1O},
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Bila wmemperhatikan pengertian tersebut di
atas, maka ada beberapa hal yang terkandung di

dalamnya antara lain :

a. Administrasi seebagsi seni yaitu suatu proses yang
hanya permukaannya diketahui sedangkan akhirnya
tidek diketahui.

b. Administrasi mempunyail unsur-unsur tertentu yaitu
adanay dua orang atau lsbih, adanya tujuan yang
hendak dicapai, &adanya tugas-tugas yang harus
dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan
dalam pelaksanaan tugas—tugas yang harus

<

dilaksanakan, termasuk waktu, tempat, peralatan,

materi serta kelengkapan lainnya.

c. Admministrasi sebagal proses kerja sama buka
merupakan hal yang baru karena ia telah lahir
bercama-sama dengan peradaban meanusia.

Dalam pengertian luas lainnya oleh Drs. The

Liang BGie dalam bukunya yang berjudul "Administrasi

Perkantoran Modern" menielaskan bahwa :

"1. Pengorganisasian
Ranghkaisn perbuatan menyusun suatu
kerangka yang menjadi wadah bagi setiap
kegiatan dari usaha keriasama yang ber_
sanglkutan.

2. Manajemen

Rangkaran kegiaten menggerakkan  Earyawsn
dan  menggerakkan segenap fasilitas karia
agar tuluwaen lkerlasama 1tu benar-benar

tercapai.
Tata Hubungan
Rangkaian perbuatan menyvampaikan warkat

A




2.

dari suatu pihak lain d%fﬁq; 5

kerjasama itu. \ W :

4. Kepegawaian N W)
Rangkaian perbuatan mengatur dan .‘mepgurug
tenaga-tenaga kerja yang diperldkanu}dafqﬁ
usha keriasama itu. T e

5. ¥esuangan
Rangkaian perbuatan mengelola segi-segi
pembhelanjaan dalam usaha kerjasama itu.

&H. Perbekalan
Rangkaian perbuaten mengadalkan, @engatur
pemakaian mendaftar, memelihara sampai
menyinghirkan segenap perlengkapan  dalam
usaha kerjasama.

7. Tata Usaha
Renghkaian perbuatan menghimpun, mencatat,
mengelola, menggandakan, mengirim, dan
menylimpan keterangan—keterangan yarg
diperlukan dalam usaha kerjasama itu.

8. Perwaskilan
Rangkaian perbuatan menciptakan hubungan
baik dan dukungan dari masyarakat
sekeliling terhadap uszaha kerjasama itua."
(AS9BO = 21).

Dari wuwraian-uraian yang teltah dikemukakan di
atas haik pengertian administrasi dalam arti sempit
dan dalam arti luas maupun pengertian sdministrasi
yang ditinjeau dari berhagai sudut pandang lainnya
itu  sdalah merupalkan suatu proses |lerjasama  untule

mencapal tujuan yang telah ditetaplkan sebelumnya.

Pengertian Pengawasan Pembangunan

Urntulk menjamin dan efektifrnya serta terarshnya
arti daripada pengawasan pembangunan, @aka oleh
penulis akaen mengenai menisdi dua kata atau istilah
yvaitu kata penagwasan dan kata pembangunang dengan
memet1h pendapat para ahli vang ba;yaL mengetahiui

tentang hal itu.

Dengan pemenggalan menisdi dua kata dimakeud




itu akan memudahkan dicerna dan ditelaah aleh
pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.
a. Pengawasan
Murngkin semua orang merasa sudah tahu  apa  yang
dimaksud dengan pengawasan itu, akan tetapi untuk
memberikan batassn atsu definisi yang bersifat
ilmiah tentang pengawasan ternyata tidaek begitu
mudah. HNamun demikian banyal. pula pendapat paras
ahli yang menaba memberikan pengertian mengenai
penagwasan diberbagai buku literatur, antara
lain:
DR. S.P. Sisgian, MPA (1970 : 107) menyatakan
bahwa : 1
"Pengawasan adalah proses pengamatan daripada
pelaksanaan seluruh kegiatan grganisasi
untull meniamin agsr supaya semua pekesrjaan
yang sedang dilaksanakan berjalan sesual

dengan rencana vang telah ditetapkan
sebelumnya.”

Selanivlinya aleh Scoekarno K, mengatakan bahiva:

"Perngawasan adalah suatu proses yanyg menen-
tukan tenterng apa vang harus dikerjiakan,
agar apa yang diselenggarakan selialan dengsn
rencana.” (19468 : 110).

Dalam LGulku Sistem Adminintrasi Negara

Republil Indonc=ia diielackan babtwza s
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"Pengawasan berarti suatu proses kegiatan
seseorang pimpinan untuk menjamin agar pe-
laksanaan kegiatan organisasi berjalan
sesuai dengan rencana kebijaksanaan dan
ketentuan—ketentuan vyang telah ditetapkan
sebelumnya. Dengan demikian maka pengawasan
adalah mencegah sedini mungkin terjadinya
penylmpangan-penyimpangan, pemborosan-—
pemborosan, hkegagalan—kegagalan dalam men—
capai tujuan (Salaman Suharyo, MPA, dhklk,
1280 : 24&3).

Kalau memperhatillan ketiga pendapat tersebut

di atas, maka terdapat perbedaan dari ketiganya

valitu :

3. Pada pendapat pertama ditekankan bahwa
pengawasan dapat diterapkan pada pekerjaan
yvang sedang berialan dan tidak dapat dilakukan
tuntuk pekerjaan  vang te&ah dilaksanakan.
Dikatakan demilkian karena pengawasan adalah
proses pengamatan saja.

b. Sedang pendapat kedua mempunyai ruang linghup
yvarng le2bih  luss karena tidak terbatas pada
sengamatan saja akan tetapi tekanannya pada

proses apa yang harus dikerjakan.

Pendapat ketiga dinyataltan secara eksplisit

R
.

subrtyek yang melakukan perngawasan atau yang
memiliki fungsi pengawasan manager dan
intisarinya adalah kegiatan.
Selsniutnya oleh penulis secara sederhana
monyimpulban bahwa prraageasan adalah segala usaha
atasu kzgiatan wuntulk mengetabul dan meErnllal

kenyatasn yang sebenarnya mengenal pelaksanaan
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tugas ~atauv kegiatan itu apakah berjalarn dengan
semestinya atau tidak.
b. Pembangunan

Seirama dengan gelora pembangunan yang
sedang. dilancarkan oclah bangsa dan negara kita
vaitu - sejak orde baru, malka tugas—éugas
pemerintahan dalam pambangunan m2ngalami per-—
luasan, olehnya itu pembangunan menambah kemajuan
masyarakdtnya, sehingga tuntutan dari masyarakat-
pun semaliin berkembang dan hkompleks. Bahwa
pembangungn itu tidak lain ialah suatne perubahan
untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarﬁan
ketentuan harma-noraa terténtu. Parubahan-—
perubahan yanyg direncanakan dengan  pendayagunaan
patensi alam manusia dan sasial  budaya inilah
vyang disebut pembangunan.

Dalam buku Administrasi Pembangunan
dikatakan bahwa =

"Pembangunan " adalak suatu usaha atau

rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan
yang berencana yang dilakulkan secara sadar

oleh suatu  bangsa  (nation building).:
(Sitagian, 1982 : 2-3}.

Selanjutnya untuk memberikan pengertian
lebih mendasar tentang arti . serta makna
prmbangunan itu sendiri maka menuFut T.R. Batten

mergnuskan pembangunan bahwa @
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-

"Pembangunan ity suatu proses dimana orang
atau masyarakat desa, mulai mendiskusikan
dan menentukan keinginan mereka, kemudian
merencanakan dan mengerjakan bersama-sama
untuk memenuhi keinginan tersebut." (1982
: &7). .

Dari pengertian pembangunan tersebut di
atas terlihat adanya beberapa ide pokok vyang
sangat penting diperhatikan : \
a. Bahwa pembangunan adalah suatu proses, karena

dilakukan dari awal hinggs akhir, sejak dari

-

timbulnya suatu ide yang direncanakan kemudian
dilaksanakan secara terus mERerus den@a;
melaluei  beberapa tahap sampai ke pada penca—
paian tujuan dalam suatu kurup waktue dan
Jumlah bhiaya tertentu. His;inya sebuah meja
tayu yang akan dibuat, disini ialah sepgala
proses vyang tevrjadi dalam rangka menciptakan
meja tersebut dimana dikerjakan dalam  kurun
waktu dengan jumlah biaya yang tertentu pula,
malka proses perencenaannya adalah tepat. .
b. Pembangunan adalah merupakan suatu usaha vyang
SECara sadar dilakukan. Jika ada suatu
kegiatan yang kelihdtannya seperti pembangunan
akan tetapi tidal dilaksansalan secara sadar
karena timbulnya hanya secara insidentil dalam
masyaralat maka hal yang demikian itu tidak
" dapat digolonghan atou dikalegorikan sebagai

pembangunan, karena keberadaannya tidalt

direncanakan dengan sadar. Misalnya pada musim




jemaah haji dimana lokasi sekitar kompleks

karantina tampa adanya pasar yang cukup ramai,
namun kKegiatannya yang tidak dapat dikatakan
suatu pembangunan pasar cleh karena kebera-
daannya hanya sementara.

Bazhwa pembangunan dilakukan secara berencana
dan perencanaan itu berorentasi kepada
pertumbuhan  dan perubahan yang sesuai dengan

hudéya bangsa Indonesia. Terutama di daerah-

daera dimana kebiasazan-kebiacaan penduduk

kadang-kadang mempeEngaruhi Jalannya

pembangunan, sehingga dalam analisa suatu
<

proyek harus selalu dikaitkan dalam matu

perhitungan.

Bahwa peabangunan mengarah kepada modernisasi
modernilas  yang dapat diartilan schagai cara
hidup yang bsik daripsda sebelumnya serta
kemampuan  wuntuk menguasal alam Jdingkungan
sekitarnya. Salash satu ciri dari masyaralkat
yang telah mencapai tingkat wmodercoitss  yang
tinggi ialah bahwa masyarakat itu mazkin dspat
melepaskan diri dasri tekanan alam dan  bahkan
menguasai alam sekitarnya.

Apabila proses pencapaian  pembangunan 13
diinginlan mencepail hacil, mala sangat perlu
Juga diperhaltikan bagaimana usaha mengubah

s1kap mental masyarakst klhususoya petani -
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petani di daerah dan di Desa-desa, perlu
diarahlan dan disesuaikan untuk menerima ide-
ide baruw terutama yang menyanékut kehidupan
dan penghijauan masyarakat petani di desa-~
desa.

Fembangunan adalah sesuatu yang berjalan
terus menerus dari satu kualitas ke kualitas lain
dalam keadaan vyang lebih baik. Jadi dapat
disimpulakn bahwa pembangunan itu mendukung
pengetrtian :

- Meningkatkan tarap hidup

~ fda preoses dinamis, kualitas dan kuantitss

~ Berdasarkan kepada magyarakaE mana yang  hendak
dibangun.

Dan  harus dilakukar secara sadsr dan terus

MENSTLS . Dengan berkeyakinan bahuwa proses

pzrut:ahan peabangunan itu dapat harus dikembang-

Lan agar supaya menuniu ke arah pencapain tujuan.

Pentingnya Pengambilan Izin Bangunan

Seperti diketabhui bahwa perisinan adalah salah

bentuk pelsksanaan pengaturan dan ericfat

pengawasan pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah
terhadap Fegratan-kegiatan yang dilakukan oleh
wesyarakatdapalt berbentuk berbagai macam, misalnya

rekomendasi, sertifikasi, penentuan lcochkasi dan izin
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untuk @elakukan sesuatu termasuk perizinan bangunan.
Hal eemacam ini harus dimiliki atau diperolebh suatu
perusahaan atau sessorang sebelum  yang bersangkutan
dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Dalam rangka menciptakan iklim vyang sehat di
bdiang usaha/bidang pengawasan pembangunsn, oleh
pemerintah telah a@engeluarkan Inpres Momor 5 Tahujn
1784 tentarng pedomsn penyedehanaan dan pengendalian
perizinan di bidang yang telah disebutkan di atas.
Dalem Inpres tersebut diperuntukan kepada aparatur
pemerintah baik di Pusat maupun di daerah untulk
melaekukan langkah~-langlah dalem ucsaha perizinan yang

<
berbunyi antavra lain :

"1. Mengurangi dumlah perizinan yeng ada sampai
B 9 P y =y P
krepada yang benar-henar memerlukan.

2. Menyederhanakan perizinan yang telah
dikurangil tersabut sehinggsa memberikan
kemungkinan  bagl masyarakat yvarng melakukan
kegiatan dibidang usaha.

3. Mencegsah pengeluaren/penerbitan perizinan
baru yang tidaek perlu dan mengendalikan
pengeluaran/penerbitan perizinan yang

diperlukan dengan telsp meperhatikam kese-—
derhanaan dan kemudahan.

4. Menyebarluaskan kepada masyarakat informasi
danmenyanghul perizinan yang telah diseder-
hanakan dan dikendalikan termasulk mengenai
persyarsatan tata cara, tempat pengajuan
permintaan izin, dan hal-hal lain yang ber-
sangkut puet dengan itu.

5. Memperhatikan dan mEempergunakan pedoman
penyederhaen dan pengendalian perizinan  di
bidang usaha.
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bH. Mengawasi secara terus meneruds menyéderhana~
kan den pengendalian di bidang wusaha vyang
telah disesuaikan dengan ketentvan—-ketentuan
dalam Instruksi Presiden tersebut." (LAN RI,
19B& @ 249)

Apabila kite memperhatiltan wuraian-uraian yang
dikemukakan di atas, maka ada hal-hal yang bertentangan
dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada Dlnas
Pengawasan Pembangunan. MNamun karena Dinas Pengawasan
Pembangunan kegiatan bersifat mengelola sumber pendapat
daerah dalam vangka pembiayaan peabangunsan, maka
pembangunan perizinan khususnya izin  bangunan tidak
dibatasi malahan ditingkatkan.

Selain daripada itu pula usnur-unsur yang qipEr—
hatikan dan berhubungan dengan perjizinan yang perlu
disesuail dan dikendalikan antare lain :

1. Perayaratan administrasi untuk mendapat izin harus
dihindari pengulangan persyaratan yveng seialur/sama

tlalam rangka perizinan bersangkutan.

N

. Jengla walktu berlslkunya.

“

Prosedur pengurusan pengambilan izim pengaulan  den
penolakannya  harus dilakulkan dengan tata cars yang
jelas dan sederhana dalam waktd  yang sesinghkat-
singkatnya.

1. Segala pungutanr biaya, dan uang administrasi dengan
nama sebutan apapun yang berkaitan dengan perizinan
harus secual dengan ketentusn-ketentuan perundang -

undangan  yang bevlaku dan terlesbih dshulu mendapat
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persatujuan Menteri Keuangan serta disetor ke Kas

Negara atau daerah yang bersanghkutan.

1}

Penerbitan terhadap pelaksanaan perisinan yagg
menyanglut personil dilakukan berdasarkan ketentuan-
ketentuan kepegawaian termasuk kedisiplinan.

6. Pengawacsan terhadap pelaksanaan perizinan dilakukan
berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang
pengawasan  keuangan dan pembangunan, baik melalui
pengawasan atasan langsung mesupun melalul pengawasan
fungsional.

Sehubungan dengan uraian-uraian tersebut di atas
maka pengambilan 1i7in  bangunan yang dibangun oleh
lembage pemerinteshen dan pemerintah,‘mutlak diperlukan
adanya idizin. Surat izin membangun perlu ada dan harus
dimiliki oleh setiap pemilik rumah yang akan mendirikan
bangunan, baik bangunan baru  maupun pembongkaran,
karsna dalam procses membangun dan pemilik rumah  tidak
dapat memperlihatiian sura 1zin bangunannya maka
bangurnan yang sedang dikerjakan biaca dihentilkan dengan
palea oleh pemerintah, disegel atau dikenakan bilaya
denda dgan sebaliknya bilamana bangunan tersebut
memilikl  1zvin banguman maka otomatis sudah dihindari
dari hal-hal ysng tidalk dihindarken dan dari hal-ha)
yvang tidal diinginkan seperti pembonakaran secara
pelea, daniuga gambar pemilikan 1zin bangunan harus=

ditempatkan pada lokasi yang akan dibanguni bangunan.



Karena pentingnya pengambilan izin mendirikan
bangunan sgsuai ketentuan, baik bangunan baru maupun
mengubah bentuk, maka bilaman ternyata ada masyarakat
yang membangun tanpa izin (melanggar), maka dikenakan
hukuman sesuai Perda No. 33/DPRD-GR/1%964 jo. Na. 3§

DPRD-GR/ 1970 yang berbunyi :

"Barang siapa yang mendirikan, mengubah atau
merabahkan bsngunan  tanpa izin, atau i1zinnya
telah dicabut, dapat dipidana dengan hukuman
kurungan =zelama tujuh puluh hari dends sebanyak-—
banyaknya Rp. 50.000,-

Barang siapa tidek mentaati perintah penghentian
apabila mendapat teguran dapat dibukum dengan
pidana kurungan selama-lamanya enam ahri atau
dendan sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.- (perda
¥abupaten Daerah Tingkat 11 Seppeng, 1970).
4
Berdasarkan apia peratiuran-peralturan Hasrah

Kabupaten Daerah Tingkat 11 Soppeng tersebubt di atas,
maak dijadikan sebagai pedcman pokok dalsm @endirikan
bangunan. WUnluk ity dalam mendirikan bangurnan perlu sda

izin membangun darl pemevintah yvang bersangkutsno.
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EAMBARAN UNURN WNILAYAH PENELIT

-
*

A. Keadaan Geagratis

Dalam nmenggambarkan wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat I1I Soppeng, maka penulis menguraikan’ tentang
letak wilayah Kabupaten Daesrah Tingkat 11 Soppeng.

Adapun lestak wilayéh Kabupaten Daerah Tingkat I
SoPpen? adalah salah satu dari 23 Ksbupaten/Kotamadya
dalam wilayah Propinsi’ Sulawesi Selatan.

Secara geografis Kabupsten Daerah Tingkat 11
Soppeng  vang terletiall pada linltang ;an bujur =ebagai g
berikut =
~ Garis lintang : yaitu antara 4906 Lintang Selatan

sempai 4932' Lintang Selatan.
- Garis Bujur : yaitu antara 11942° 18 bujur Timue
sampai 120°90&6°13 Bujur Timur.

Jika dilihat dari pembagian wilayabh administrasi
maka Kabupaten Daerah Tingkat J1 Soppeng yang dijadikan
batas wilayah dari penulisan skyripsi ini tentunya ber-
dasarkan wilayah administrasi pemerintahan yang berlahku
sekarang dar berdasarkan pada undang—undang nomor 29
tahun 19592 dimana daerah ini mempunyai batas-—batas

wilayah sebagai heribkul :




- Sebelaly
Tinghat
- Sehelah
Tinghkat

- Sebelah

Utara berbatasan dengan
11 Sidenreng Rappang.
Timur berbatasan dengan
11 Wajo.

Selatan berbatasan dengan

Kabupaten Daerah
Kabupaten Daerah
Kabupaten Daerah

Tingkast I]1 Barru.

- Sebelah Barat berbatasan dengan teluk Makassar, dan

Kabupaten Daerah Tingkat 11 Barru.
Mengenai luas Kebupaten Daerah Tingkat 11 Soppeng

dengan luas wilayah 1.500 Km? yang terdiri dari 6

Kecamatan. Adapun luas wilayah Kabupaten Daserah Tinghat

1 Soppeng dapat diperinci perkecamatan sebagai

<
berikut:

TABEL 01
LUAS WTILAVAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 SOPPENG

DIPERINCU PER KECA&MATAMN DALAM }CM?'

ggf_ﬂ Kecamatan Luas (ng) T_Ket,

X Marioriawa 300

2is lLalabata ITD

Bea Donri-donri 222

4. Lilirilau 278

5. Liliriaja 199

b. Marigoriawa 191

T demiar 1 1.500 ke? S

Sumbetr Data : ¥Kantar Statistik Kabupaten Daerah Tingkat
11 Soppeng Tahun 1994,




B.

Keadaan Demografis

51 dalam membahas mengenai demografi Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Saoppeng hanya menguraikan dari segi
pernduduk. Rerbicara tentang penduduk adalah suatu
masalah yang tak thabis-habisnya dibicarakan atau
dipikirkan oleh setiap negasra diseluruh dunia.

Demikian pula di negara kita ini masalah penduduk
termaysk masalah yang rumit dipikirkan oleh pemerintah
oleh karean arus bertambahnya penduduk setiap tahunnya
meningkat. Pembangunan yang sedang di lakaénakan dewasa
ini adalah untuk meningkatkan kehidupan manusia
Indonesia yang adil dan makmur sesudi dengan falsafzah
negara Indonesia yaitu Pancasila dan  Undang-Undang
Dacer 1945.

Berkaitan dengan peninglatan kehidupan pendudul
adalah sangat penting artinya bagi pelaksanaan
pembangunan, maka masa)ah yang dihadapi ialah aengatur
Jumlah penduduk itu sendivri. Dimena diuszhakan agar
penduduk dapat hidup dalam hkeadaan yang tentram dan
fasilitaa vyang culkup tersedia. Selsin  penduduk  harus
dipernuhi kebutuhannya Juga penducuk  sangat @emegang
peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan baik  1tu
pembiangunan  nacsional atavpun pembangunan  di tingkat
dasrah.

Sehtubungan  dengan hal tersebut make demgan  mein-

bandingkan antara jumlah penduduk dengan luas  wilayah



maka dapat pula diketahui perbandingan jumlah penduduk
vang berjenis kelamin pria dan jenis kelamin wanita.
Dan kepadatan penduduk disini .djmakEudkan adalah
kepadatan penduduk dari luas wilayah per Ha.
Berdasarkan data pada tahun 1995 jumlah penduduk
di Kabupaten Daerah Tingksat 11 Soppeng sebanyak 2348956
Jjiwa orang dari jumlah tersebut tersebar pada & (2nam)
Kecamatan untuk lebih jielasnya dapat dilihat apda tabel

berikut ini :

TABEL 02
KEADAAK JUMLAH PENDUDUK KARUPATEN DAERAH TINGKAT 11
SOPPENG DIPERINC1 PERKECAMATAR MENURUT

JENIS KELAMIN

Fonke Welsmih | - o
Na. Kecamatan = ——fjduml ah
Laki-laki Wanita

;t*1 Marioriawa ﬂ13271 15293__ 285&:
2. w Lalabsta 12922 14052 26974
Dy Donri-donri 19620 298946 40586
q. Lilirilau 24413 27106 515179
=1 Liliriais e 23853 44175 26122
b Marioriawa 21636 23502 4513

Jumlah 1312242 124712 234695

Sumber Data : Ksmtor  Staotistik  Fahupaten  Daerah

Tingkat 1T Seppeng Tahun 19724,
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Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas
menunjukkan bhawa Kecamatan yang paling banyak
penduduknya adalah Kecamatan Lilirilsu yang berjumlah
51519 jiwa orsng yang terdiri dari Jumlah laki-1laki
sebanyak 24413 jiwa orang dan jumlah perempuan 27104
jiwa orang, sedangkan Kecamstsan yang paling sedikit
jumlah penduduknya adalah HKecamatan Liliriaja yang
berjumlah Rp. 26122 jiwa orang vang terdiri dari laki-
laki cebanyak 2IB4LT jiwa crang dan  wanita Eerjumlah

44175 iiwa orang.
Struktur Organizasi dan Tata Kerja

Dalam suetu bentuk organmisasi baik pemerintah
maupun swasta sangat diperlukan adanya struktur karena
dengan strulttur  idtulah tergambar hubungan keria dan
tugas-—tugas yang dipanghkua oleh setiap personil  yang
berada di dalamnya, dan dari ctruktur itu pule seorang
pimpinan dapat lebih mudah mendelegasilan kswenangannya

lepada bawashsannya yang dianggap dapat melaksanakan

tugas-tugas dan tanggung Jaweb yang dibebankan
kepadanya. Dari Jalur hubungan pertanggungliawaban
pimpinan fdapat prirla mengaetabul Kekurangsn dan

belemahan-lrelemahzan para bawahsnnya.
Adapun Lagan siruktur organisasi Dinaa Taka
Kota/Sempadan Kabupaten Daereh Tinghat 11 CSoppeng dapat

dilihat pada lampican skripoi init.
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Adapun susunan Struktur Drganisasi Jjabatan
kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tata Kota
Kabupaten Daerah Tingkat I1 Sopeng adalah sebagai

berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Tata Uszaha meliputi :
a. Urusaen surat menyurat dan kepegawaian
b. Urusan keuangan
c. Urusan kearsipan
d. Urusan rumeh tanggsa
3. Urusan Seksi-seksi meliputi
a. Urusan seksel perencansan dan pehgawasan
b. llrusan seksi ukur dan gambar
c. Urusaen sekel gedung-qgedung dan perlamanan
d. Urusan seksi jalanan, jembatan dan pengairan

Lrusan seksi alat-alat besar dan pemadan

U]

kebaltaran.
Sekei -seksl sebagaimana dimaksudkan tersebut @asing-
masing dipiapin aleh seorang Kepala Seksi.
1. Sekei perencasn den pengawasan terdiri daeci :
a. Sub seksi penelitian
b. Sub seksi pendataan dan pelaporan
. Sub seksi pengawasan.
2. Sekei uvkur dan Gambar terdiri dari :
a. Zub sekol penguburan
b. Sub seksi gambar

c. Bub seksi pengalahan data.
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3. Seksi Gedung-gedung dan peviamanan terdiri dari:

= 3

Sub Seksi pemeliharaan

b. Sub Seksi Sempadan dan Tata Kota

C.

Sub Seksi pertamanan dan kebersihan kota

4. Seksi Jalanan/jembatan dan Pengairan terdiri dari:

3.

b.

C.

Sub Seksi Jalanan
Sub Ssksi Jembatan

Sub Seksi Pengairan dan bendungan.

3. Seksi alat-alat besar dan pemadan kebakaran terdiri

dari :
2. Sub selsi inventaris dan perlengkapan
b. Sub seksi pemeliharaan kendarasn dan alat-alat
L8
besar.
€ .- Sub zeksi Pemadan kebakaran.
Tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan
Umum fata Kota Kabupaten DRaerah Tingkat 11 Soppeng

meEmpunyail tugas sebzgail berikut :

1. Kepala Dinas mempunyzi tugas, msliputi :

a.

Memimpin Dinas dalam melaksanakan tugas pokok
sezuail kebijsksanaan Bupati Kepala Daerah.
Membantu ¥Xepala Dacvah di bidang tugasnya.
Menetaplan program kerja.

Mengadakan koordinasi, intesitas baik dalam
lingkungan Dinaz maupun dengen uncsur-unsur lain
di luar DRinas  sesuai dangan bidang tugasnya

masing-masing.




e. Melaksanakan tugas lain vyang diberikan oleh
Kepala Daerah,

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyail tugas yaitu :

a. Membina dan menyelenggarakan Tata Usaha dan rumah
tangga Dirnas.

b. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam
bidang administrasi.

c. Menyelenggarakan administraci dalam arti menge-
lola dan membimbing - kegiatan ketztausahaan
mengelola kegiatan mengenai keuangan dan
pendapatan daerah di lingkungan Dinas.

d. Meapersiapkan dan menyusun rencana anggeran Dinas

<

Tata Usaha mempunyai fungsi yaitu :

. Melakecanaskan pengurusan surat menyurat hkepegaws-
tan Dinas.

b. Melaksanalkan pengurusan keuangan Dinas.

n
.

Melaksanakan pengurusan Rumah Tangga Dinas

Sekzi1-Seksil mempunyal tugas dan fungei yaitu :

a. Sekci perencanaan dan pengawasan yaitu menpunyai
tugas pengatruen dan menyelenggarakan rencana
sert apenagwasan atas pelaksanaan rencana  kerja
dalam hubungan dengan tugss pokol Dinas.

Dalam aelabksanakan tugas tersebut, seksi peren -
canaan dan pengawasan mempunyair fungsi csebagai

herikut =
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= Menyusun dan menyelenggarakan rencana.

- Memperciapkan pengumpulan, menganalisa dan
menyajikan data

- Melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap
hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan.

= Merencanakan dan w@menyusun Anggaran Belanja
Seksi Dinas.

Sekeli wkur dan gambar mempunyai tugass dalam

pelaksanaan bidang pengukuran lapangan dan pem-—

buatan gambar.

Dalam melaksanakan tugas tersebut seksi ukur dan

gambar meapunya2l fungsi sebagail bkerikut :

- Melaksanakan survei lapangs&n dan lokasi dan
pengunpulan serta pengelolaan data-data.

- Melaksanalkan penguluran lapangan dan  lcekasi
yang akan ditempati proyelk.

- Membuat gaembar dan peta lokasi dalsm hubungan
dengan tugas pokok Dinas.

Sekesi BGedung-gedung dan Pertamanan yaitu mem-

yunyal tugas melsksanaban pengaturan pesmbangunan,

dan pemeliharaan perumahan Tata Bangunan certa

pertamanan dan kebersihan Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut seksi gedung

dan pertamanan meEmpunyal fungsi sebagail bevikut:

- Melakwanakan pensliharaan den pengelolaan
peman faatan goedung-gedung dan rumah-vrumah

Megeri milik pemerintah.



d.
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- Pelaksanaan wrusan tata bangunan umum dan
gedung-gedung dan rumah-rumah pemerintah Daerah

- Pelaksanaan ur;sah tata kota.

~ Pelaksanaan urusan pertamanan dan kebersihan
tota.

Sekei Jalan, Jembatan dan Pengairan, mempunyai

tugas yaitu melaksanakan pembangunan, peningkatan

penunjangan, jembatan dan pengairan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, seksi jalan,

dembatan dan pengsiran mempunyai fungsi sebagai

berikut :

- Menyusun perencanan  tehnis, pembangunan  dan

4
pemeliharaan.

- Memelihara, membina dan mengatur daringan
Jalanan dan pengairan serta bangunan perleng-
kapan.

- Membina dan mengelola peralatan dam  perbekalan
Seksi jalan, Jembatan dan pengairan.

Sekei alat-alat besar dan Pemadam Kebakaran
vaitu; amenyusun program kebutuhan alat-alat besar
termasuk alat pemadam kebskaran, bahan konstruksi
perlengkapan serta kelengkapannya, dan menyeleng-
garskan pengsdaan, pemanfaatan, penyimpanan,
pengawasan pembangunan.

Dalam melakeanakan tugas tersebut, seks: alat -

alat Besar dan FPemadam Kebakaran mempunyai fungsi

cebagsi berilkut
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- Menyusun program pengadaan inventavis dan per-
lengkapan <erta mengurus kebutuhan peralatan,
bahan konstruksi dan perlengkapan.

- Mengadakan evaluasi terhadap penggunaan
peralatan suku cadagng dan bahan lainnya.

~ Menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan
peralaten, suku cadeng dan perbaikan peralatan
dan kendaraan bermbtor serta inventarisasi
alat-alalt besar/kendaraan.

- Memprogramhkan alat-alat besar pemadam
kebakaran.

Dari wraian tuga stiep urusan dan sub seksi di

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Tath Kota ditetapkan
dengan surat keputucan Bupati Kepals Daerah Tingkat 11

Soppeng, atas usul Kepala Dinas.

Realisasi Pemberian Izin Bangunan

Dalam membahas sesuatu masalah  terlebih dahulu
harus diketzhui arti dzripada apa yang ingin dibahas,
sehinggae dengan demikian untuk mengutarakan lebih
lanjut meksud tersebut mudah dan cepat terselesasikan,
dan sebaliknya bilamana maksud dan tujuan helum Jjelas
dan tidak menentu uwjung pangkalnya akan mengalami

bogagalan, begitu  pula halnya dalam menguraikan

realicsasi  pemberian i1zin bangunan di Kabupaten Daerah
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Tingkat I1 Scppeng.

Berbicara masalah realisasi seperti apa yang
telah diraikan di atas bahwa kita bisa dapat mengetahuli
sampai dimana realisasi pemberian izin membangun kepada
pemohon izin mendirikan bangunan, baik bangunan baru
maupun pembongkaran dari berbagail bentuk dam  Jenisnya
seperti banguunen permanan, semi permanen dan lain—-lain
harus -diketahul sampal sejauh mana pemberian izin dalam
hal ini realisasi pembarian izin membangun.

Untuk melihat dengan jelas realisasi pemberian
izin bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat 11 Soppeng

<

dalam tabun enggersan 199471995 dapat dilihat pada tabe)l

berikut imi =
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TABEL 03
REAL 1SAS] PEMBERIAN 1Z1IN BANGUNAN D1 KABUPATEN
DAERAH TINGKAT 11 SOPPENG DIPERINC1 MENURUT
KECAMATAN DAN JENIS KEADAAN BANGUNAN

DPALAM TAHUN 1994/1995

Izin Sementara lzin Tetap
No. Kecamatan
Permanen|S. Perma. |Permanen|5. Perma
1. Lalzabata 34 22 20 84
2. (Donri—-donri 7/ 1& 17 7
= Lilirilai 12 S Q 3
<
4. Iliriala 14 14 15 14
5. Marioriawa o 24 11 7
&, Mariariwawag 15 22 7 &
Jumlah e8 103 vt 121
Sumber Data : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Tata Kota
Dati Il Soppeng, 19%24.
Berdasarkan pada tabel tersebtu di atas

menunjukkan bahwa realisasi pemberian izin bangunan di

Kabupaten Daeranh Tingkat 11 Scppeng dalan tahun

1994/1995 dapat dikatakan berjalan dengan baik. Dimana

terlihat bahwa yang mengambi)l izin sementara permanen
20 orang dan semi peraanen ada berjumlah 1035 orang yang

mengambi ) izin seml permanen dengan izin sementara,



a4

sedangkan vyang mengurus izin tetap vaitu permanen
berjumlsh 69 izin membangun dan semi permanen 121 izin

membangun dengan izin yang tetap.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

. Prosedur Pemberian Izin Bangunan

Setiap awal rencaena pembangunan suatu bangunan
baik yang dilakukan oleh warga masyarakat maupun oleh
pihalk pemerintah itu sendiri hsarus terlebih dabulu
meminta izin kepadé pemerintah setempat kemudian melan--
jutkan Yepada Dinas Pekerjeen Umum dan DlInas Tata Kota/
Sempadan untuk disesuaikan dengan sistem perencanaan
linglungan maupun rencana tata kotea.

L3

Sezbab  itu  dalam membangun suatua  rumah tinggal
dimana csebelum rencena tersebut dilalkszsanalkan menjadi
bangunan vang utuh, maka ada beberapa prosedur dari
Wialoktemaedya/Yabupaten Daerah Tingkat 11 Soppeng Cqg.
Dinas Tata Kaota yang harus dibuat yaitbtu membuat surat
izin mendirikan bangunan yang sering disebut dengan
SIMB.

Karena setiap bangunan yang shan didirikan dalam
vYota harus mempunyai surat izin membangun sehab desngan
adanya <curat dizin membangun meka bengunaen tersebut
csudalh dipastiktan sesuai dengsn tata kota atau  master
plean, dusg ditinjau dari cegi keamanan dan ketertiban
dan keindahan kota =udsh scounaeil pula dengaen peraturan
vang telah digariskan oleh pemerintah.

l1=|
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Selain daripada itu surat irin membangun baru
bermanfaat sebagai kekuatan hukum yang pada akhirnya
terhindari dari bangunan pembongkaran ’yang hiasa
dilakukan oleh pemerintah petugas Tata Kota/Sempadan.
Kegiatan membangun yang memerlukan izin bangunan antara
lain adalah mendirikan bangunan baru, memperluas
bangunan, @embuat pagar, menara air, dan s=sebagainya.
Sedanghkan kegiatan yang dikastegorikan tidak memerlukan
surat izin membangun adalah peterjaan mencat,
memperbaiki atab, memperbtaiki talang bocor, mendirikan
bangunan sementara atau mendirikan kandang hewan dengan
besar maksimal 12 M atau mendirikan bangunan yang
pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah.

Adepun daripada syarat-syarat untull pengajuan
peErmohonan surat izin membangun bavu sebhagai berikul @
1. Harue melampirkan gambar rencana bangunan rumah

dengan skala L1 : 100 lengkap dengan peka situssi
cekitar rumah yang alkandibengun juga dengan shkala 1
: 200. Jika bangunan vang direncanakan adalah
bertinglat maka pada gambar rencana harus pula
dilampirkan perhitungan pengembangan dari  lantai

tingkalt tersebut.

)

. Harus dilampirkaen Kertu Tanda Penduduk (KTP), akte
tanah, tanad luasn PBB {Pajak Bumi dan Bangunan),
Jatt surat izio lainnya yang diperlultan.

Untuk @enunjukkan secara jelas  tentang  peroleh

csurat i12in  membangun  baru, maka secara cederhiana
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penulis akan menggambarkan dalam bentuk skema prosedur
permohonan  dan penerbitan surat izin @membangun Dbaru

tersehut, dapat dilihat pada skema berikut ini:

Dinas Tata Kota

SEMPADAN
4 5
Pemohon |—8%w+> DPB S Pemegang
1 Sub Bagian T.U & Hak .
2 3
Seksi S & Seksi
Perizinan Pemetaan
S TR —SERSERCT _ PRt |
Dari gambar/skema tsrsebut  di atas dapat

diketahuil jalur/proeosedur perolehan izin membangun  baru

barngunan yang dijelsskan sebagai berikut :

1. Pemohonan menyampaikan permohonan surat izan
mendirikan  bangunan  yang telah dilasmpicri  dengan
keterangan-keterangan lainnya kepada Sub begian tata
Usaha Dinas tata ¥ota/Sempadan.

2. Berkas permohonan tersebut kemudian diserahkan
tepada Seksi A (Perirzinan) dan S=ksi € (Pemetaan
Gambar) untulk diglah dan diteliti pereyaratan Leknalk

dan administrasinya yang berisi antara lain :
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a. Perochonan izin membangun (formulir izin)

b. Surat-surat tamah atau tanda bukti pemilijan yang
sah.

c. Berita acara pemeriksaan rencana lolkasi bangunan

d. Tanda tengan diantara tetangga (persetujuannya)l.

e. Foto copy rencana gambar (bangunan) sehbanyak 4
lembar.

f. Berkas tersebut bila diteliti secara cermat dan
sudah dinyatakan lengkap oleh seksi penslitian,
maka pejabat yang berwewenang memenuhi paraf
persetujuan.

Berkes dikembalikaen 1sgi kepada 5Sub Bagian Tata

Usaha untul diperhadapkan kepads Kepala Dinas Tata

Kota/Sempadan dalam ranghka aemperoleh persetujuan

izin bangunan baru.

Seksl Tata Ussha kemudian di Dinas Tata Kota

menyerahkan untubk  memperoleh kepultussn dan tanda

tangan.

Berkas fkemudian dikembalikan ke DRDinas Tata Kota/

Sempsadan untuk @menyelesaziken bangunan/m=nyslesaikan

biava administraesi dan biaya retribusinya vang

berisikan antara lain :

a. Bagian perhitungan membust penetapan pembayaran
yang seapadan  pada blarko foraulir yang telah
dreediaken dicertail dengan paraf juru hitung.

L. Hasil penetapan uang sempadan diteruskan Kepada

bendahawar an penerima untuk membuat curat
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pengantar pembangunan kepada bank vyang telah
ditunjuk.

6. Surat izin mendirilkan bangunan yang telah
diterbitkan kesmudian dikemballikan kepada pemegang
hale untuk memperbanyak gambar rencana bangunan yang
akan dibarngun dengan foto copynya enam rangkap
cetelah itu maka iz2in sementara  sudah diperoleh
pamchon untuk @elekukan kegiatan yang direncanakan.
Danm seteleh menyelesaikan semua prosedur yang telah
digariskan di atas maka si pemphon barulah biasa
memulai melskukan kegiatanm fisiknya dengan memper-—
hatikan segi-segi kata/roelyin.

Untule lebih jelaznya lagi mendenai prosedur  izin
aembangun bru (1MB) adalah sebagai berikut :

1. Peresiapan Menggembar Bangunan
a. Pengawas Bangunan

Pemohon  menunjukkan csurat bukti hal atas tanah
lepada penagwas  bangunan sesual  dengan  lokasi
vang alban dibangun yang depat berupa :
- Sertifika hak milik {(Agraria)
- Sertifikat halk guna bangunan (Agraria)
b. Seksi Roolyin dan Besteming
Selsi ini memneriltsa dan memberi petunjuk ates
rencana pemohon @engenai
Poolyin
- Besteming

- S1te Plan (Perencanesan)
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- Situasi lingkungan tempat bangunan direncanakan

c. Jika menurut seksi roolyin dan Besteming,
memungkinkan untuk membangun dilokasi tersebut
pemphon  melsnjutkan untuk membangun dilokasi
tersebut dapat melanjutkan dengan membuat gambar
rencana bangunan (dengan mengambil formulir per-—
setujuan menggambar) .

d. Bila rencana bangunan yang sifatnya :
- Bangunan 1industri/gedung

- Bangunan perdagengan/pembelanjaan, termasuk per

haotelan.
—~ Bangunan perumahan (compleks)

Bangunan perkantoran/pendid{kan

Pembangunan harus mendepat rekomendas) 12in

perinaip dari Bupati.

Lintuk mengetahul lebih  jelasnya pada tahap-
peErelapan menggambar tersebut  psda umumnya pemohbon

menyatakan bahma prosedur yang dilalui delam proses

perngurusan izin @o2ambsogun baru  di Kabupaten Daerah

Tingket 11 Soppeng relatif cukup lancar. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat mzlslui tanggapan responden pada

tebel berilkut imi =
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TABEL 04
TANGGAPAN RESPONDEMN (PEMDHON) TERHADAP PROSEDUR
YANG DILALUI PADA TAHAP PERSIQPQ& MENGGAMBAR
DALAM PROSES PENGURUSAN I1ZIN BANGUNAN

DI KABUPATEN DATI 11 SOPPENG

No. Jawaban Responden Frekuensi Prosentzsse (1)

1 Lancar 10 33,34

2 Cukup lancar 12 40,00

3 Kurang lancar &b 20,00

4 Tidak lancar 2 0h,bs
o Jumlah 20 ] 100,00 % )

Sumber Data : Hesil Wawancara Penulis, tahun 1994,

Rerdasarkan pada Ltabel tersebut di atas dapat
diketalhui bahwa dari jawaban responden  yang menilai
tentang tahap parsiapan aenggembar  dalaam prosedur
pengurussn izin membangun baru pada umumnya responden
menilai adalah cukup lancar. Dari kenyataan ini  dapat
dibuktibtan dengan adanya responden yang menvatskan
larncar yaitu ada 10 arang responden ateu  33,349%,
celanjutnya yang menyataekan penilaiannya  cukup lancar
ada 12 orang responden atau 40,00 %, serta yang menilail

luramg lancar ada & oreng responden atau 20,00 %, o én

yang meuyatakan penilalarnnmya tidak lancar ada 0L.&6&6 .




Dengan kenyatsan tersebut di atas dapat disim-
pulkan bahwa pengurusan izin @embangun baru di
Kabupaten Daerah Tingkat I1 Soppeng, responden telah
memberikan keterangan adsalah cukup lancar dalam tahap

prosedur yang dilalui yaitu pada tahap menggambar.

2. Percsetujuan Tehnis

Percetujuan tehnis ini adalah salah satu prosedur

yang harus dilaluil oleh pemnchon izin membangun baru

antara lain harus :

a. Gembar rencana yang sudah disiapkan cleh pemohon
diajukan pada seksi Roolyin dan Besteming untulk
merentukan  roolyin dan besteming di atas gambar
yvanyg diajukan pemohon tadi.

b. Seksil Penelitian gambar
HMemerikaa darn memberi petunjuk atas gambar
rencana hkangunan yang diaiuvkan oleh pemohon
mengenai
- Per=yaratan tehnis terhadap bangunan secara

Lidim 3

- Persentsse gambear.

c. Seksi Roolyin dan Besteming bersama dengan
kraordinator Wecamatan amenentukan garis  Sempadan
bangunan di lokasi tersebut cserta mengisi
formul iy bertha acara pemecrihisaana

d. Setelsh poin a, b dan c selesal Qgambar rencana

bangunan untuk pemeriksaan dari segi =
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- farsitektur;

~ Konestruksi dilermghkapi dengan gambar hkonsiruksi
dan laporen p&arhitungan.

— lInstansi dan perlengkaspan bangunan.

2. Bambar rencana bangunan yang dari pertimbangan
teknis disetujul dikembaelikan pada pemohon untuk
reproduksi (3 set) dan pada - pemchon  diberikan
formulir isian yang berupa :

- Formul ir pemohon izin bangunan (diketahui oleh
Lurah dan Camat Setempat).
~ Formulir persetujuan tetangga (diketahui oleh
Lurah setempat).
Pada tahap percsetujuan ternei dalam proses
pengurusa ixzin eembangun baru, nanpaknya tergolong
kurang lancar. Untuk lebih ielacnya dapat dilihat

pada tabel berikut ini =
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TABEL 05

TANGGAPAN RESPONDEN (PEMOHON) TERHADAP PROSES YANG
DILALU]I PADA TAHAP PERSETUJUAN TEHMIS DALAM
FPROSEDUR PENGURUSAN 1Z1N MEMBARNGUN BARU

D} KABUPATEN DATI 11 SOPPENG

No . Jawaban Responden Frekuensi Prossntase (%)
L. Lancar 8 25,4806
2. Cukup Lancar % 30,00
3. Kuraeng lLancar bl ol I 33, 34
a. Tidak Lancar 3 10,00
- { ——
Jumlah 30 100,00 “

CSumber Datz : Hasil Wawancara Penulis, btahun 19956,

Dari Ltabel tersebut di alktas menunjukkan bhahwa
prozedur yaeng dilalui pads tehap percetuiuvan  tehnsi
dalam pengurusan izin membangun baru  di Kabhupaten
Daerzh Tingkalt 11 Soppeng adalah kurang lancar. Ini
dapat dibuktikan dengan adanya rasponden yang
menyatakan lsncar ada B orang responden astau 26,66
iy selanjutnya  yoang menyatakan cukup lancar <da

’

Porerng rezponden ataw T0,007L, serta vang menyvataken

Puranyg lancar ada 10 orang responden atau  33,34%,




935

dan yang menyatskan penilaiannya tidak lancar yaitu
hanya 3 orang responden atau 10,00 Y.

Déngan demikian dalam hubungannya dengan
procedur yang dilalui dalam proses pengurusan izin
membangun  baru di Kabupaten Daerah  Tingkat 11
Soppeng pads umumnya responden @menyatakan  hkurasng

lancar yakni 33,34 Y.

Persetujuan Administrasi
4. Pemohon menyerahkan pada seksi penelitian gambar
berkas permochonan wntuk diteliti, yang berisi
tentang =
- Pemohon izin bangunan {Formd}ir pemilikan yang
3aah )

— Burast-surat tanmah (hukti pemilikan yang sah)

- Berita acatra pemteriksaan lokasi Yano alkan
dibanguni bangunan.

= Persetujuan ta2tangga (Formulie izian)

— Per=zetujuan menggambar {(formulir izian) yang
diisi alsh designer.

— Gambar rencena bangunan 4 (enpat) =et.

b. Berkas yvang telah dilengkap dan  tidak ada
permacsal abhan setelah dipararf oleh seksi
penelitian gambar dapat diteruskan kebagian
perhitumgan agec dibual penstapan pembayaran yang

sempadan.
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c. bagian perhitungan membuat penetapén pembayaran
yang Sempadan di atas formulir yang sudah
disediaskan dan ditandatangani oleh juru hitung
tersebut.

d. Hasil penetapan sempadan yang diteruskan kepada
tendaharawan penerima yang ditunjuk.

e. Pemohon dengan membawa surat pengantaer benda-
harawsn sempadan dspat membaysar ke bendaharawan
yvang ditunjuk dan memints tanda terima pembayaran
uang sempadan pada bendaharawan tervsebut.

f. Taﬁda terima pembayaran pada bendaharawan
tercebut untuk disatukan dengan berkas permohonan
izin bangunan atas nama pemohén tersebut.

Pada tahap porsetujuan atdministrasi dalam
pengurusan izin membangun baruw (IMB). Padea tahap iri
sobagian  responden  vang menyatakan bkuvang lancarnya
procedur  yang dilalui dslam pengurussn izin  membangun
baru. Hal ini biasanya terjadi pada pemohon  kurang
mengetahui  =sistem prosedur pade tahap prosedur tehnis
pengurusan izin @embangun baru. Untuk lebih  jelasnya

dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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TABEL 0&
TANGGAPAN RESFPONDEN (PEMOHON) TERHADAP PROSEDUR YANG
DILALUI PADA TAHAP PERSETUJUAN ADMINISTRASI DALAM
PROSES PENGURUSAN 121N MEMBANGUN BARU (IMB) DI

KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 SDPPENG

No . Jawaban Responden Frekuensi Prosentase (%)
B3 Lancar ¥ 23,34
2 Cukup lancar e 30,00
3 Kurang lancar 11 36,4b
4 Tidak lancar & 10,00
J Jumlah 30 b 100,00 “

Sumber Data : Hasil Mawancara Penulis, tabun 19946,

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas
menurnjukkan  bahwa preosedur yang dilalui  peda tahap
peErastujuan asdministrasi dalam pengurusan izin
membangun  beru di Kabupaten Daerah Tingkat 11  Soppeng
adalah kurang lancar. Dari tabel terssbut terbukti
dengan adanya responden yang menyatakan lancar 7 orang
respodnen atau 23,347 selanjutnya yang menyatakan culup
lancar &ada 9 corang responden atau 30,004, serta vyang
menyatakan penilaiannya kuranng lancar ada 11 orang
responden atau 3b6,66Y, dan vang menvatakan tidsk lancar

henys 3 orang responden atan 10,00 %,
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Dengan demikian dalam hubungarnnya dengan prosedur
yvang dilalui dalam proses izin bangunan di Kabupaten
Daerah Tingkat Ii Soppeng masih banyvak responden vang
menyatakan kurang lancar ini disebabkan karena sewaktu
didalam pengurusan  izin bangunan terutama dalam
persetujuan administrazi baisanya petugas membuat alsan
bertentu sehingga pemohon harus ditunda menyelesaikan
berkasnya, antara lain dengan alasan atas petugas

keluar dan lain-lain.
A. Penyelesaian bherkas permohonan izin membangun

a. Seksi Tata lUsaha
MenEsrias dan memeriksa berkes permohonan izin
membsngun dari berndakharawan yang telah diserahi

curat tande bukti pembayaran uang sempadan.

il

7. Seksi tata lUsabha memerintahlkan pada seksi Roolyin
untuk melakukan pemreiksaan dan mencsnltumbkan padsa
lembaran disposisi.

c. Berkas izin permohonan, izin membangun kemudian
akan diregister oleh bahagian tata usaha dan
dilenghkapi dengan :

- Keterangan buat pembikinan rumah
~ Blanko ketetapan.
d. Sekei Tata Usaha skan meneruskan  berkas  izin

membangun kepada Dinas Pekerjasn Umum (DPU) untuk

diperikza kembali dari seqgi teknik.
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e. Setelah selesai pemeriksasn teknis pada Dinas
Pekerjaan Umum, berkas permohonan izin membangun
akan diteruskan aleh Sub Dinas Tata Kaota
Sekretariat Daerah untuk diterbitkan izin
sementara yang dapat digunakan oleh pemohaon untuk
diterbitkan izin sementera yang dapat digunakan
aleh pemohon sambil menunggu terbitnya izin  yang
asli.

f. Tzin asli akan menyusul kemudian setelah ditends
tangeni oleh Sekwilda.

g. Sebelum i?in asli =ampai pada pemohon, pemochon
sebagai pihsk  kedua dan Sub  Dinas Tata- Kota
sebaqgai pihak pertama (diwakili oleh koordinator
kecamatan Sekail Roailyn seksi peenel tiian
bengunan) diharuskan menandetangani: berita ascara
pemerilksaan  vang menyatakan bahwa bangunan  yang
didirikaen benar-benar telah dilakukan sesuai
dengan ketentuan yvang lercantum dalam berkas izin
membangun .
ho Pelikan izin membangun diserehkaen kepada pemchon.

Pada tahap penyelesaian becrkas ini sebagai salah
satu persyaratan  prossdur yeng dilalui oleh pemohon
dalam permintaan idzin membangun baru  di Kabupaten

Daerah Tingkat 11 Soppeng. Untuk lebih jielasnya dapat

dilitat melaluil tanggapan recponden pada tabeld berikot

imi @
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TABEL 07
TANGGAPAN RESPOMDEN TERHADAP PROSEDUR YANG DILALUIL
PEMDHON PADA TAHAP PENYELESAIAN BERKAS DAL AM
PROSES PENGURUSAN 1ZIN MEMBANGUN BARU DI

KABUPATEN DATI 11 SOPPENG

No . Jawaban Responden Frelkuensi Prosentase (%4)
1 Lancar b 20,00
2 Cukup lancar 9 20,00
3 Kurang lancar 1) . 36,648
a Tidak lancar 1q 13,34
Jumlah 20 100,00 %

Sumber Datae : Hasil Wawancara Penulis, tahun 19956,

Pada tabel tersebubt di atas jelas terbukti bahwa,
prosedur vyang dilalui pada tahep penyeclesaian berkas
dalam proses  pengurusan izin membangun baru di
Kabupaten DRaeraeh Tingkat 11 Soppeng adalah kurang
lancar. Hal i terlihat dengan adanya responden
pemcohon menyatakan  bshwa ada & orang responden atsu
20,00% adalah lancar, selanjubtnya yang menyatakan cukup
larmncar ada 7 crang recpodnen ataw 30,007, serta  yang

menyatalkan burang lancar ada 11 orang responden atau
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34,667, dan yang menyataskan tidak lancar ada 4 orang
responden atau 13,344,

Dengan demikian dapai diketahui bahwa pengurusan
izin membangun baru di Kebupaten Daerah Tingkat 11
Soppeng masih dikategorikan relastif kurang aktif karena
memungkinkan daripada petugas untuk memberi izin
bangurnan kepada peochon dalam hubungennya dengan pro-
sedur yang dilalui dalam proses  pEngurusan izin
membangun baru di Kabupsten Daerah Tingkat 11 Soppeng,
calah satu responden dan yang memberikan keterangan
bahwa: Sewaktu dalam pengurusén izin membangun baru
terutama pada peEngurusan tahap administrasi  biasanya
petugas membuat alasan tertentu sehingga pemohon  harus
ditunda penyalesaian berkasnya, antara lain dengan
alasen keluar daerah. Hal ini bissanya teriadi pemohon
urang mengetahui  sistem  prosudr  hanya mengarahkan
kepada pegawal untuk diselesailkan secara penuh  dan
hanya menunggu di antarkan ke rumah pesohon izin
membangun, dan diatur secava keluargs.

Dari ungkapan respodnen tersebut dapat dikatakan
bahkwa dalam pengurusannys secera langsung, melanikan
harmnya @emberikan kepada calo atau  pegawal yang  ada
dalam 1linghkungan prosedur. 0leh karens diantara pemohon
banyal heranggapan bahwa lebih mulus bila diatur secara
ke dalam, cestiap tahep veng dilalkukam dalam rangha

pengurusan izin meabangun baru (IMB) tersebut.
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Dalam aspek-aspek tahap prosedur dan mekanisme
pemberien izin membangun baru (IMB) di Kabupaten Daerah
Tingkat II Soppeng lebih jelasnya dapat dilihat pada
lampiran.

Berkaitan dengan uraian-uraian tersebut di atas,
maka beirkut ini akan diperlihatkan pendapat rvespodnen
tentang bagaimana penetapan biaya pengurusan izin
membangun  baru (IMB) di Kabupaten Daerah Tingkat 11
Soppeng, dalam mendukung pelaksanean pemhangunand an
tugas peEmerintah Daerah Tingkat 11 Soppeng.

Untuk lebih jélasnya penctapan biaya pengurussn
mambangun taru terssbut, dapsat dilihat melalui

izin

pendapat respodnen pada tabel berikdt ini

TABEL €8

PENDAPAT RESFONDERN TENTANG PENETAPAN BIAYA
PENGURUSAE IMB DI KABUPATEM DAERAH

TIRNGKAT 11 SDPPENG

No . Jawaban Responden Frekuasnsi Prosentaase (7}
1 Mahal 4 13,33
2 S e danag 146 93,34
3 Tidak Mahal 10 3IZLE3
Jumlah 20 100,00 %4

Sumber Data : Hasil Wawancara Penulis, tahun 19%&.
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Pada tabel tersebut memperlibatkan bahwa
penetapan kiaya pengurusen izin meabangun baru di
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Soppeng adalah sedang vakni
eda 16 orang responden atau 53,34%, selanijutnya yang
mengatakan tidak mahal ada 10 orang responden atau
33,334, dan yang mengatakan mahal hanya A4 arang

responden atsu 13,33 “.

Faktor-faktor Yang Menghambat Dalam Pengurusan Pengam-—

bilan Izin Membangun Baru

Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan
administrasi perizinan bangunan dl Kabupaten Daerah

Tingkat 11 Saoppesng tentu saia ada karena diketahui

Ltersama bahwa setiap usmaha atau aktivitas yang
dilakulkaen oleh sekelompok orang dalam rangka
pencapaian tujuan jarang sekali tidak mEngalami

hambatan apalagi namanya menyangkut kepentingan orang
banyak hanya hambatan yang dimaksud bEerbeda-beda
bentuknva =zda yany beraet artinya pemecshannya tidak
gampang/tidak mudah sehingga selalu aengetahul perasaan
daripada sesecrang atau peiabat, jugs ada yeng ringsn
artinya masalah tersebult begitu tiba/datang begitu  ada
pemecahannya, begitu pula lembaga Pinas Pekerljaan Umnum
dalam thal irna Dimac Tata ol dalam mengelola

perizitan  bangunan  tentunya terdapat Juga  kendala-

kendala yaeng dihadapi.
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Adapun kendala-kerndala atau penghambat yang
dihadapi aparat petugas pengelola izin bangunan di
Kabupaten Daerah Tingkat I1I Séppeng adalah sebagai
berikut :

1. Masalah Personil atau tenaga teknik

Personil adalah salah satu hal penentu dalam
menggerakkan fasilitas, bilamana orang yang duduk
dibelakang meja i1tu mempunyai keahlian teknikal
Skial.

Sehungan dengan uraian di ataes, maka Dinas Pekerjaan
timum Daevrah/Tata Kota masih =aja terdapat kendals-
kendala yang dihadapi dicebabkan karena kurangnya
tenaga telknik pengelola dibiddng iktu. Diketahui
bahwa Dinas Pekerizan Unum/Kola Kolte banyak-bkanyak
pengetahuan yvanyg berhubungan diengan telnik contobnya
ceperti tenage arsitektur dan tenaga peneliti  di
bdiang gambar/konstruksi bangunan. Mamun  kendala
tersebut oleh Bupati Kepala Daerah Tinghkat 11
Scppeng telah memprogrambkan mengangkat tenaga ahli
untuk  ditempsthkan paeda Dinas Pekerjzan Umum/Tata

Kota.

*J

. Mazalah Sarana dan Fasilitas.
Sarana dan Tasilitas sangat penting artinya untuk
digunakan delam @elakuken kegiatan steu  asktivitas
dalam vangks mencapal tujuan tertsntu, dan torutama
sekali bila sarana dan fasilitas i1tu amat memadsi.

Mamun desmikioan fasilitas kerja yang ada pada Dinas




LD

Pekerjaan Unum/Dinas Tata Kota Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Soppeng masih saja sangat kruang keluar
mengawasi bangunan-bangunan baik yanyg telah
diberikaen izin membangun mzupun bangunan yang sama
sekali belum mempunyai izin membangun.
Dapat diketahui pula bahwa Wilayat Kabupaten Daerah
Tingkat I Soppeng cukup luas sehingga bila
mengadakan pengawriasan harus dengan mengounakan
kendaraan bermotor, letapi kendarasn yang dimiliki
Dinas Pekeriaan Umum Daerah Tingkat 11 Soppeng vang
Berupa mobil hanya sétu buah, sehingga dal am
melakukan tugas pEngswssan sering mengalami
<
kelambatan. Fasiitasnya juga yanrng perliu dan harus
ada semestinya Jugas fasilitasnys seperii papan
gambar danmeja belum dimiliki pula.
Masslah kelenglapan herkas pemohonan tidak lenghkap,
artinya berkas vyang diaiukan oleh pemohon iz2in
membangun ada yang kurang dari salah satu
persyaratan yang telah digsriskan dalam  ketentuan
peraturan mengenai izin mendiriken bengunan.
Dan bilamana hal yang terjadi demikian otomatis
pemborosen  bahan (berkas) tersebut terhenti sampai
berkasnya lengkap. Hal semacam ini ada juga diantara
pemohon sering menunda-nunda pemasukan  berlkasnya
sehingqa prosea penyelesaian adminisirasinya juga

tef}ambat.
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Dari uraian-uraian tersebut di atas adalah
merupakan semua yang menjadi faktor penghambat dzlam
pengurusan izin membangun, dan masih banyak lagi faktor

lain.
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KESIMPLLAN DAN SARAMN-SARAN

A. Kesimpulan

Bahwa prosedur pemberian izin membangun baru  adalah
merupakan suatu petunjuk teknis dalam melaksanakan
suatu pekerjiesan yeng dapat disesusikan dengen suatu
pekeriaan yarng dapat disgsuaikan dengan besar
kecilnya volume kerja vyang akan dilaksanakan,
khususniya di Kabupaten Dasvah Tingkat 11 Soppeng.-
Bahwa dalam prosedur pemberian izin membangun baru
di Kebupaten Daerah Tingkal I1 Sappeng pada dasarnya
telaeh dilaksanakan/diselenggaraken sesuai dengan
kebijakan-kebijiakan pemer-intah Yanm telah
ditetapkan.

Kendala-kendzala varg dihadapi dalam menerapkan
proseduy izin meabangun baru oleh pemerintah .karena
kurangnya dukungan perosnil yang cemsdai . untuk
mendubkung prossdur poemberian 1zic membangunr kepada
masyarakat yang berachon untuk membangun.

Dalam rangka pengrlolaan izin bangunan di  Kabupaten
Daerah Tirmgkat 11 Soppeng dimana peiabat etau
petugas penaslola irtin smembangun terzssbubt telah
me Y alkuk & tugas semual dengan  peraturan-peratarass
yang telah ditetapbkan.

L7
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Saran—saran

3.

Agar pemerintah dalam hal ini Bupati Kepala DPaerah
Tingkat 1l Soppeng secepatnya membenahi  kekurangan
temnaga &ahli yang masih kurang di Dinas Pekerizan
Unum/Tata Kota tersebut, sehingga pada akhirnya
kebutuhan masyarakat dengaen cepat terperuhi pula.
Hendaknya hkepada ppgawail yang bertugas di lapangan
terutema pengawas bangunan yang mengadakan inspeksi
s2tiapo waktu di  lapangan perlu dialokasikan
anggaran untuk membelil kendarsan bermotor bagi
pegawal yang bersanglkutan.

Agar pemerintsh dapat menyedizkan fasilitas yang
cukup dan mEmaddat dalam Fangka kelancaran
pelaksanasan tugas-tugas yang diembain Dinas Pekeriaan

Umum atau Tata Kota.
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